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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan lindung Lereng

Gunung Sumbing belum berjalan secara optimal yang sesuai dengan

Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung Provinsi Jawa Tengah. Upaya pengendalian kerusakan

lingkungan di kawasan lindung Lereng Gunung sumbing baru terbatas

pada penetapan kebijakan tentang arahan pengelolaan dan pemanfaatan

kawasan lindung, sementara langkah lain yaitu kegiatan sosialisasi

penyuluhan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Kendala yang di hadapi antara lain yaitu dalam dana anggaran yang di

tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Temanggung dan peran masyarakatnya sendiri yang kurang

memupuk kesadaran akan menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya program Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian

kerusakan di kawasan lindung lereng Gunung Sumbing terus di lakukan

sesuai dengan program pembangunan yang telah di tetapkan dalam
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Temanggung.

2. Untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan

dilakukan pendampingan terhadap para petani dalam pemberikan contoh

secara nyata kepada para petani dengan melakukan penanaman percobaan

di lahan kawasan lindung.

3. Untuk warga yang tinggal di daerah kawasan lindung diberikan pengertian

tentang kesadaran akan menjaga kelestarain lingkungan di sekitarnya

dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung.

4. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah harus lebih tegas dalam tindakan

pengawasan dan penataan ruang dalam pengelolaan dan pemanfaatan

lahan pada kawasan lindung di lereng Gunung Sumbing.
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